LEMBARAN NEGARA R.I

No.6730 OTONOMI DAERAH. Kewenangan. Kelembagaan.
Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua.
(Penjelasan atas Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 238)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 106 TAHUN 2021
TENTANG
KEWENANGAN DAN KELEMBAGAAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN
OTONOMI KHUSUS PROVINSI PAPUA

I. UMUM

Untuk merespon perubahan politik, sosial, dan budaya di Papua
serta untuk memberikan kepastian hukum atas keberlanjutan dana
Otonomi Khusus yang digunakan untuk membiayai pembangunan di
Provinsi Papua telah diundangkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001
tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua pada tanggal 19 Juli 2021
yang merupakan penyempurnaan terhadap Undang-Undang Nomor 21
Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua.

Peraturan Pemerintah ini ditetapkan untuk melaksanakan Pasal 4
ayat (7), Pasal 6 ayat (6), Pasal 6A ayat (6), Pasal 56 ayat (9), Pasal 59 ayat
(8), Pasal 68A ayat (4), dan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun
2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua yang bertujuan untuk
memastikan jalannya pemerintahan di Provinsi Papua agar dapat berjalan
lebih efektif dan efisien serta untuk memberikan dasar pelaksanaan
kekhususan bagi Pemerintah Daerah Provinsi Papua dan Pemerintah
Daerah Kabupaten/Kota, yang mengatur mengenai pelaksanaan
kewenangan Provinsi Papua dan kabupaten/kota di Provinsi Papua yang
bertujuan untuk memberikan penegasan pembagian kewenangan antara

Pemerintah  Daerah  Provinsi Papua dan Pemerintah Daerah
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II.

Kabupaten/Kota sehingga jalannya pemerintahan di Provinsi Papua dapat
berjalan dengan baik.

Peraturan Pemerintah ini juga mengatur mengenai mekanisme dan
tata cara pengisian anggota DPRP dan DPRK yang diangkat dari OAP.
Dengan tidak adanya partai politik lokal di Papua, maka pengisian kursi
anggota DPRP dan DPRK dari OAP diharapkan dapat meningkatkan akses
OAP terhadap politik dan pemerintahan sehingga melahirkan kebijakan
yang pro-OAP. Selama ini pengaturan terkait dengan pengisian kursi
DPRP dari pengangkatan OAP diatur dalam Perdasus yang pada
praktiknya selalu mengalami keterlambatan karena konflik yang
berkepanjangan akibat ketidakjelasan mekanismenya.

Pengaturan mengenai mekanisme pemekaran daerah provinsi dan
kabupaten/kota di Papua dalam Peraturan Pemerintah ini bertujuan
untuk mempercepat pemerataan pembangunan, mempercepat
peningkatan pelayanan publik, mempercepat kesejahteraan masyarakat,
dan mengangkat harkat dan martabat OAP yang dilakukan tanpa melalui
mekanisme yang telah diatur dalam Undang-Undang mengenai
pemerintahan daerah.

Pembentukan Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi
Khusus Papua ditujukan untuk melaksanakan sinkronisasi, harmonisasi,
evaluasi, dan koordinasi percepatan pembangunan dan pelaksanaan
Otonomi Khusus di wilayah Papua, yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Presiden. Selain itu, pembentukan Badan ini
diharapkan dapat menghindari terjadinya tumpang tindih kewenangan
dan penguatan pengawasan terhadap penyelenggaraan pembangunan dan

Otonomi Khusus di Provinsi Papua.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.
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Pasal 4
Cukup jelas.
Pasal 5
Cukup jelas.
Pasal 6
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “masyarakat penyelenggara pendidikan”
adalah lembaga keagamaan, badan hukum bersifat nirlaba, dan
kelompok masyarakat atau perorangan yang memenuhi
persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 7
Ayat (1)
Pemenuhan guru dengan kualifikasi akademik dan kompetensi
pendidik paling rendah lulusan pendidikan menengah dan telah
mengikuti pendidikan guru selama 2 (dua) tahun di lembaga
pendidikan  yang  ditetapkan oleh  Pemerintah  Pusat
mengutamakan guru yang berasal dari OAP.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Pasal 8

Cukup jelas.
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Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.
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Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “pelayanan publik” adalah kegiatan atau
rangkaian kegiatan dalam pemenuhan pelayanan.
Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Perangkat distrik yang bertugas/berwenang di bidang
perizinan  berkoordinasi dengan  perangkat daerah
kabupaten/kota yang menangani urusan penanaman modal
dan pelayanan terpadu satu pintu dalam melakukan
pendaftaran perizinan berusaha dengan menggunakan hak
akses yang dimiliki oleh pelaku usaha paling lama 10
(sepuluh) Hari setelah pendaftaran diterima oleh pelaku
usaha yang memberi kuasa pengajuan perizinan berusaha
di daerah termasuk pembuatan hak akses bagi pelaku
usaha baru.
Huruf ¢

Cukup jelas.



